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PT. Bank DKI merupakan perseroan terbatas (PT) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta dan sebagaimana perusahaan perbankan lainnya, tidak |epas dari persoalan kredit
macet. Bahwa untuk menyel esaikan persoalan kredit macet tersebut terdapat dua instrumen hukum, yaitu
Undang-undang Nomor : 49/Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang' Negara (UU PUPN) dan
Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Banda-Benda Y ang
Berkaitan Dengan Tanah (2UUHT?), namun dalam prakteknya PT Bank DKI hanya menggunakan
ketentuan yang terdapat pada 2UU PUPN? dan tidak pernah menggunakan 2UUHT?. Ketertundukan PT.
Bank DKI kepada 2UU PUPN? disebabkan karena PT Bank DKI memandang bahwa 2UU PUPN?
merupakan lex spesialis dari 2UUHT", karena pada dasarnya 2UUHT? merupakan penyempurnaan dari
aturan- aturan Hipotek dalam KUH-Perdata. Bahwa dikarenakan PT. Bank DK tunduk pada ketentuan 2UU
PUPN?, maka dalam prakteknya, penyelesaian semua piutang macet pengurusannya diserahkan kepada
PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan dalam pel aksanannya dilakukan oleh KPZLN (Kantor
Pengurusan Piutang dan Lelang Negara. Namun demikian, walaupun penyerahan piutang macet kepada
KP2LN tersebut secara hukum telah benar, tetapi secara bisnis ternyata sering kali justru tidak efektif dan
efisien. Kelemahan hukum pada"UU PUPN" sebenarnyatelah disadari banyak pihak, yang dibuktikan
dengan diterbitkannya Fatwa Mahkamah Agung (Fatwa MA) Nomar : WKMA/Y ud/20/V11/2006 dan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 33 Tahun 2006. Terbitnya Fatwa MA dan Peraturan Pemerintah tersebut
sebenarnya merupakan solusi atas inkonsistensi hukum dalam pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan pada
Bank Umum Pemerintah dan Bank Pemerintah Daerah yaitu apakah menggunakan UUHT atau UU PUPN,
namun keberadaan Fatwa MA maupun Peraturan Pemerintah tersebut, secana hirarki perundang-undangan
tidak dapat menghapus kekuatan UU PUPN. Bahwa solusi yang tepat untuk menyelesaikan inkonsistensi
hukum tersebut seharusnya adalah dilakukan amandemen atas 2UU PUPN? dan atau Undang-undang No.5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sehingga memungkinkan BUMD yang berbentuk Perseroan
Terbatas (PT) dapat melakukan penyelesaian piutang macetnya melalui mekanisme korporasi.
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